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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab- bab 

sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan  

mengenai perencanaan pajak di PT. Petrokimia Gresik, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam meminimalisasi besarnya pajak 

terutang. Perencanaan pajak adalah  suatu cara yang legal untuk dilakukan selama 

dalam pelaksanaanya masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. 

Perencanaan pajak pada PT. Petrokimia dapat dilakukan pada perhitungan PPh 

Pasal 21 karyawan.  

2. Dengan penerapan Metode GrossUp  akan memberikan penghematan terbaik jika 

menggunakan metode yang lain. Dengan menggunakan Metode GrossUp  tidak 

di koreksi fiskal, karena Tunjangan PPh 21 merupakan biaya perusahaan  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab 

sebelumnya maka penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi 

alternatif oleh PT. Petrokimia dalam rangka pengoptimalan Take Home Pay  karyawan 

dan mungkin berguna bagi penelitian berikutnya. 

 

5.2.1  Bagi Perusahaan 

Saran-saran bagi PT. Petrokimia adalah sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya harus melakukan perencanaan pajak dengan teliti, sistematis dan 

optimal, agar PPh pasal 21 karyawan dapat menjadi yang paling efisien.  

Perusahaan perlu mengatisipasi pemberlakuan UU perpajakan yang baru, 

Khususnya pada PPh pasal 21 yang terus mengalami perubahan dari waktu  

ke waktu, agar seluruh karyawan dapat mengetahui dan memahami 

pelaksanaan  UU tersebut, sehingga perusahaan tidak melakukan  

kesalahan dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 21.  

2. PT. Petrokimia sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi 

perusahaan dalam penghematan pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan. 

3. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PT. Petrokimia merubah 

kebiajakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode Tunjangan pajak  

menjadi metode Gross Up. Karena dengan menggunakan metode Gross Up, 

maka perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 

a. Perusahaan akan menerima penghematan Pajak Penghasilan Badan 

b. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh 

Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal 

5.2.2 Bagi Karyawan 

Take Home Pay yang diterima karyawan menjadi lebih efisien dan optimal 

sebelum melakukan tax planning menggunakan metode gross up.  

 

5.2.3 Bagi Pihak Lain 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian pada perusahaan 

yang berbeda dan juga memiliki karyawan tetap dengan jumlah dan dikenai pajak PPh 

Pasal 21 yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan 

perencanaan pajak dari perusahaan PT. Petrokimia dengan perusahaan tersebut. 
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